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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (United Natons Convention Agains Corruption, 2003).

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat national maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Selama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak Tahun 1957 dan telah di ubah sebanyak lima kali akan tetapi peraturan perundang-undangan di maksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia Pada Tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa tentang anti korupsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi No. 58/4 Pada Tanggal 31 oktober 2003 yang telah diganti dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini, yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seriring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin meningkat pula kebutuhan yang mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Jur Andi Hamzah memuat asumsi atau hipotesis penyebab korupsi sebagai berikut :

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien.

d. Penyebab korupsi ialah modernnisasi

Modernnisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat :

1. Modernnisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru.
2. Modernnisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkan dalam bidang kegiatan sisitem politik.

Gunnar Myrdal berpendapat korupsi itu selalu membawa dampak negatif antara lain :

a. Korupsi mengakibatkan kurangnya hasrat untuk berkecimpung di bidang usaha  sehingga kurang timbulnya pesaran nasional.
b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural dan mengakibatkan kesatuan Negara bertambah lemah juga turunya martabat pemerintah, dan membahayakan stabilitas politik.

c. Korupsi mengakibatkan turunya disiplin nasional.

Simons, dalam rumusanya “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah di nyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. 
1. Tujuan dan Lingkup Aplikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum. Juga kaitan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain dari kejahatan yang terorganisasi dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang. 
Mengenai kasus yang korupsi yang meliputi aset yang sangat besar yang dapat menghabiskan sebagian besar sumber-sumber negara dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut. Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.

Diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif dan tersedianya bantuan teknik yang dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan negara termasuk dengan cara memperkuat kapasitas dan membangun institusi untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.

Kita yakin bahwa peroleh harta kekayaan pribadi secara tidak sah, sangat merusak lemaga-lembaga demokrasi, ekonomi nasional dan supermasi hukum. Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer Internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memeperkuat kerjasama Internasional dalam pengembalian aset. Mengakui prinsip-prinsip manajemen yang benar dalam urusan politik dan kekayaan publik, kejujuran, tanggung jawab, dan persamaaan di hadapan hukum dan kebutuhan untuk melindungi integritas dan melestarikan suatu budaya menentang korupsi.

Menghargai kerjasama Komisi Mengenal Pencegahan dan peradilan Pidana dan Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa. Mengingat obat terlarang dan kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Menggugat pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Internasional dan Regional yang lain dalam bidang ini termasuk kegiatan Uni Eropa, Dewan Eropa, Dewan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama Negara-negara Amerika.

Memperhatikan dengan apresiasi instrumen-intrumen multilateral untuk mencegah dan memeberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika, dalam menentang korupsi yang diadopsi oleh Organisasi Negara-negara Amerika Pada Tanggal 29 Maret 1996, Konvensi mengenai Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-pejabat masyarakat Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, konvensi mengenai pemberantasan penyuapan pejabat-pejabat publik asing dalam transaksi Bisnis Internasional yang diadopsi oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 21 November 1997, Konvensi hukum pidana tentang korupsi yang diadopsi oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa Pada Tanggal 27 Januari 1999 Konvensi Hukum Perdata, tentang korupsi yang diadopsi Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999 dan konvensi Uni Afrika tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diadopsi oleh para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Uni Afrika. Menyambut disahkannya konvensi Perseriaktan Bangsa-bangsa menentang kejahataan transnasional Internasional terorganisasi (the united nations conventyion agaians tranasional organizet crime) Pada Tanggal 23 September 2003.
1.  Tujuan konvensi PBB

a. Untuk mencegah dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif.

b. Meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama Internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, termasuk perolehan kembali aset.
c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang benar tentang masalah-masalah publik dan kekayaan publik

2.  Lingkup aplikasi 
a. Konvensi akan diterapakan dengan ketentuan-ketentuannya bagi pencegahan, Investigasi dan penunutan korupsi dan untuk membekukan, merampas, menyita, dan mengembalikan perolehan hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

b. Untuk tujuan pelaksanaan konvensi ini tidak perlu kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam konvensi ini mengakibatkan kerusakan atau mencederai kekayaan negara.
2. Latar Belakang Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksananya instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan prilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap dan sikap yang cenderung toleran terhadap prilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan prilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan prilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dan penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir, dan promosi, dan penilaian kinerja.
Kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah juga disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktek korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat dengan membayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabila berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat sering kali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No.30 tahun 2002 dan Perangkat Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Tindak Pidana Korupsi yang berskala besar dan menjadi prihatin masyarkat. Namun tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum optimal, cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada Lemaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, mulai struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lainya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung Percepatan Pemberantasan Korupsi. Aparat penegak  hukum yang melakukan penyelidikan dan pendidikan kasus tindak pidana korupsi, kemampuan profesionalisme, dan kualitasnya yang masih jauh dari yang diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringnya kasus korupsi dihentikan proses penyidikanya dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Kasus tindak pidana korupsi yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Seringkali putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara sosiologis tidak bisa di terima. Hal tersebut tidak lain adalah sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dalam pembuktian dan penghayatan terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kekurangan kemampuan tersebut mempunyai akibat yang tidak baik terhadap citra Lembaga Penegak Hukum maupun Lembaga Peradilan dengan tuduhan telah terjadi Kolusi dan Korupsi. Aparat penegak hukum malakukan penyimpangan, merupakan akar dari ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Survei yang dilakukan oleh Asia Fondation dan AC Nilsen pada tahun 2001 menunjukan 57 persen dari orang yang mengalami masalah hukum cenderung memilih penyelesaian diluar peradilan, 20% persen memilih proses peradilan dan sisanya memilih untuk tidak berbuat apa-apa.

Permasalahan yang dikemukakan dari pembahasan mengenai korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan Internal yang dilkukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, Bahkan sering kali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan Eksternal saat ini telah semakin Intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih manjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.
3. Tujuan dan Asas Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana kita berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana  kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.
Ketentuan tersebut merupakan dasar pokok dari pada segala ketentuan hukum pidana. Ketentuan itu biasa disebutkan sebagai asas “Nullum Delictum, nulla sine praevia lege poenali”.  
Maksudnya adalah sama dengan maksud dari pada Pasal 1ayat 1 diatas. Tentang Pasal 1 ayat 1 itu Mr.Tresna, berkesimpulan bahwa Pasal itu bermakna 2 kepastian yaitu :

1. Bahwa undang-undang hanya berlaku kedepan dan tidak berlaku surut.

2. Bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang (dalam arti luas).

 Jadi dalam hal kita hendak mengatakan apakah sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, kita harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Harus terlebih dahulu ada sesuatu ketentuan yang menyatakan pada perbuatan itu adalah merupakan tindak pidana. 
Pasal 1 ayat 1 itu biasa juga disebut asas legalitas. Legalitas yang berasal dari kata legaal, berakar kata dari bahasa latin “Lex” yang berarti undang-undang maka legalitas artinya adalah keabsahan menurut undang-undang (13).

Asas legalitas ini bagi negara kita masih perlu dipertahankan. sementara itu ada berberapa sarjana hukum yang meragukanya.

4. Mekanisme Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap    konvensi PBB Anti Korupsi 2003.
Konferensi Negara-negara Anggota Konvensi merupakan negara-negara peserta konvensi dengan ini dibentuk dengan kapasitas dari dan kerjasama antara negara peserta konvensi untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang diutarakan dalam konvensi ini dan meningkatkan dan mengkaji ulang pelaksanaanya. 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa wajib menyelenggarakan konferensi negara-negara peserta selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya konvensi ini. Setidaknya, akan diadakan pertemuan secara teratur konverensi negara-negara peserta, sesuai aturan-aturan prosedur yang diadopsi oleh konverensi.

Konferensi negara-negara peserta wajib mengadopsi aturan-aturan prosedur dan aturan-aturan yang mengatur berjalannya aktifitas-aktifitas yang diutarakan dalam pasal ini termasuk aturan-aturan pengakuan tentang partisipasi dari para (pengamat) (peninjau), dan pembayaran biaya-biaya  yang timbul dalam aktifitas-aktifitas itu. 
Konferensi negara-negara peserta wajib menyetujui aktifitas-aktifitas, prosedur-prosedur dan metode-metode kerja untuk mencapai tujuan, sasaran yang diutarakan dalam ayat 2 pasal ini termasuk :

1. Memfasilitasi aktifitas-aktifitas negara-negara peserta untuk mendorong mobilisasi kontribusi sukarela.

2. Memfasilitasi pertukaran informasi diantara negara-negara peserta mengenai pola-pola dan kecendrungan-kecendrungan dalam korupsi dan mengenai pemberhasilan praktik-praktik untuk mencegah dan memerangi korupsi dan memperolehan kembali perolehan-perolehan dari kejahatan melalui, antara lain publikasi informasi yang bersangkutan sebagaimana disebut dalam pasal ini. 

3. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan mekanisme-mekanisme Internasional dan regional yang berkaitan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

4. Pemanfaatan yang wajar dari informasi yang berkaitan yang dihasilkan oleh mekanisme internasional dan regional lainya untuk memerangi dan mencegah korupsi untuk menghindari duplikasi pekerjaan-pekerjaan.

5. Mengkaji ulang secara periodik pelaksanaan konvensi ini oleh negara-negara peserta.

6. Membuat rekomendasi untuk meningkatkan konvensi dan pelaksananya.

7. Memperhatikan persyaratan-persyaratan bantuan teknik negara-negara beserta berkenan dengan pelaksaaan konvensi ini yang memberikan rekomendasi atas tindakan apapun yang mungkin dianggap berkenan dengan itu.

Untuk maksud ayat 4 Pasal ini konferensi negara-negara perserta wajib memperoleh pengetahuan yang di perlukan mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara peserta dalam melaksanakan konvensi ini. Dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oleh mereka dalam melakukan itu melalui informasi yang disediakan oleh mereka dan melaui mekanisme kaji ulang tambahan sebagai mana dapat ditentukan oleh konferensi negara-negara peserta.

Setiap negara peserta wajib menyediakan bagi konferensi negara-negara peserta informasi mengenai program-program, rencana-rencana dan praktek-prakteknya dan juga mengenai tindakan legislatif dan administratif untuk melaksanakan konvensi ini, sebagaimana disyaratkan oleh konferensi negara-negara peserta. Konferensi negara-negara peserta wajib memeriksa (jalan) yang paling efektif untuk menerima dan bertindak berdasarkan informasi, termasuk antara lain, informasi yang diterima dari negara-negara peserta dan dari organisasi-organisasi yang kompeten. Masukan-masukan yang diterima dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan yang semestinya diakui sesuai dengan prosedur yang akan diputuskan oleh konferensi negara-negara peserta dapat juga dipertimbangkan.

Konvensi negara-negara peserta wajib menetapkan, dalam hal ini sungguh diperlukan. Suatu mekanisme atau dan yang patut untuk membantu dalam mengefektifkan pelaksanaan konvensi.  
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa wajib menyediakan (layanan) sektretariatan yang diperlukan bagi konferensi negara-negara peserta konvensi. Sekretaris wajib membantu konferensi negara-negara peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pasal 63 dan membuat pengaturan-pengaturan dan menyediakan pelayanan yang diperlukan untuk sesi-sesi konferensi negara-negara peserta itu. Atas permintaan membantu negara-negara peserta dalam menyediakan informasi kepada konferensi negara-negara dan dapat memastiakan kordinasi yang diperlukan dengan sekretaris-sekretaris dari organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan.

Mengenai implementasinya bahwa setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan adminitrasi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan  dari kewajiban-kewajibanya berdasarkan konvensi ini.
B. Konvensi PBB Anti Korupsi dan Bentuk Pengaturannya
1. Pengembalian Aset, Bantuan Teknis, serta Pelatihan dan Pengumpulan        Tukar Menukar dan Analisis Informasi.
Prinsip yang mendasar negara-negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini. Pencegahan dana pelacakan pengalihan aset perolehan hasil kejahatan dimana setiap negara peserta wajib mengambil tindakan sebagaimana diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, yang mewajibkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meratifikasi identitas para nasabah mengambil langkah yang wajar menentukan identitas dari pemilik economies, beneficial owners.

 Dana-dana yang didepositokan kedalam rekening yang bernilai tinggi dan melakukan peningkatan-peningkatan atau penelitian. Pencermatan atas rekening yang dicari oleh atas nama indifidu yang, atau telah di percaya dengan prinsip publik yang menojol yang terkemuka dan anggota keluarga dan sejawat dekat mereka. Peningkatan penelitian pencermatan itu wajib dirancang secara wajar layak masuk akal untuk dapat melacak trasnsaksi yang mencurigakan dengan tujuan melaporkanya kepada otoritas yang berwenang namun hal ini tidak boleh diartikan sebagai dimaksudkan untuk mengecilkan hati atau melarang lembaga keuangan melakukan bisnis dengan nasabah yang sah. 

Dengan tujuan untuk mencegah dan melacak pengalihan hasil perolehan dari kejahatan berdasarkan konvensi ini setiap negara peserta wajib melaksanakan tindakan yang tepat dan efektif. Untuk mencegah, dengan bantuan badan-badan dan pengawasan, pendirian Bank-bank yang tidak memiliki dan tidak tergabung dalam satu kelompok finatsial yang diatur. Lebih jauh lagi negara-negara peserta untuk mewajibkan lembaga-lembaga finansial untuk menolak mengikuti atau melanjutkan suatu hubungan korespodensi bank dengan lembaga tersebut dan berhati-hati dan berjaga-jaga dalam pembentukan hubungan-hubungan dengan lembaga finansial asing yang mengizinkan rekening mereka digunanakan oleh Bank-bank yang tidak memiliki penampilan fisik dan yang tidak tergantung dengan suatu kelompok finansial yang diatur.

2.  Kerjasama Internasional Terhadap Kriminalisasi dan Penegak Hukum serta tindakan Pencegahanya.

Melalui kabinet kita telah bersatu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan beromitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan–tindakan konkrit terhadap prilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian hukum. 

Mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan atara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Dalam bentuk kerjasama internasional ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama Internasional yang telah akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Masyarakat Internasional bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan (deny safe havens) bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama Internasional dalam kerangka Konvensi PBB menentang korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Agains Crruption) dan Konvensi PBB tentang  Kejahatan Lintas Batas Negara yang terorganisir (United Nation Convention on Transnasional Organised Crime), inisiatif dalam lingkup ASEAN Security Community, dan inisiatif-inisiatif lainya yang dapat memajukan kepentingan Indonesia secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan kerjasama Internasional dibidang pemberantasan korupsi disadari bahwa kerjasama tersebut hendaknya didasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku. 

Kerjasama khusus tanpa mengurangi atau dapat merugikan hukum nasionalnya, setiap negara peserta wajib berusaha keras mengambil tindakan untuk mengizinkan investigasi, penuntutan–penuntutan atau persidangan-persidangan yudisial sendiri, informasi tentang perobahan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, kepada negara peserta yang lain tanpa permintaan terlebih dahulu, bilamana ia mengharap bahwa pemaparan informasi itu dapat membantu para peserta yang menerima dalam memulai infestigasi ini, penuntutan persidangan yudisial atau yang dapat berwujud kepada suatu permintaan oleh suatu negara peserta menurut konvensi ini.

Mengenai tindakan pencegahan dari setiap negara serta, sesuai dengan prinsip dasar dari sistem hukumnya, membangun dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang terkordinasi secara efektif, yang meningkatkan keikutserataan masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip informasi hukum. Manajemen yang tepat dari urusan publik dan kekayaan publik, integritas, transparansi dan akutanbilitas. Setiap negara wajib berusaha keras membangun dan meningkatkan praktik-praktik yang efektif yang di tunjukan pada pencegahan korupsi. Setip negara peserta wajib berusaha keras untuk secara periodik mengefaluasi instrumen hukum dan langkah-langkah administratif dengan maksud untuk menentukan kecukupan mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi. Negara-negara peserta wajib sejauh diperlukan dan sesuai dengan prinsip dasar sistem hukum mereka, bekerjasama satu dengan yang lain dan dengan organsasi-organisasi  Internasional dan regional yang bersangutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal ini. Kejasama itu dapat diikut sertaan dalam program-program Internasional dan proyek-proyek yang ditujukan pada pencegahan korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komperhensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapakn pada seluruh pilar-pilar integritas negara baik dibidang eksekutif, yudikatif, damana legislatif namun, sumber daya yang teratas pada saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memperbaiki keadaan di Indonesia setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana nasional yang terjadi pada akhir-akhir ini. 
Tujuan dari langkah-langkah penindakan pemberantasan korupsi adalah untuk mewujudkan upaya penindakan yang merefleksikan nilai-nilai dan harapan yang terdapat dimasyarakat, penguatan pemberdayaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan pelapor, perluasan alat bukti, ketentuan asas pembuktian terbalik, serta ketentuan tentang permintaan keterangan perbankan, lembaga keuangan dan data-data perpajakan dipercepat penyusunan, penerapan dan pelaksanaanya secara konsisten transparan dan konsekuen melalui partisipasi publik yang optimal.

Langkah-langkah prioritas dalam penindakan pemberantasan korupsi diajukan pada : 

a. Percepatan penanganan dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi .

b. Peningkatan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.

c. Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum.

d. Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum. 
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